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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1
Kajian Pustaka


2.1.1
Kinerja


2.1.1.1
Pengertian Kinerja
Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.
Menurut Veizal Rivai (2004 : 309) menjelaskan bahwa kinerja adalah :

”Kinerja adalah merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan oleh setiap orang sebagai prestasi hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan”.

Sedangkan menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa :

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja itu merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peranan seseorang dalam perusahaan.
2.1.1.2
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika perkembangan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.
Menurut Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 )  menjelaskan tentang :
“Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.

Sedangkan menurut Henry Simamora ( 338 : 2004 ) menjelaskan bahwa :

“ Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”.
Berdasarkan definisi tersebut peneliti menyimpulkan penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja yang dilakukan secara periodik dan sistematis.

2.1.2
Bank Syariah

2.1.2.1
Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga/badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2003:24) mengenai pengertian bank dan bank syariah, sebagai berikut :
“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran”.

Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2008;27) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut :
“Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.


Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
	Bank Konvensional
	Bank Syariah

	1. Investasi yang halal dan haram

2. Memakai perangkat bunga

3. Profit oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur

5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa

3. Profit dan falah oriented (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syairah (DPS)


Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.

Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 

Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bunga
	Bagi Hasil

	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

3. Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

4. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam
	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi

2. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.


Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001.
2.1.2.2 Jenis-Jenis Bank


Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan jenisnya bank terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Penjelasan dari poin-poin diatas :

1. Bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
2.1.2.2.1 Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Pelaksanaan BPR yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah. 
Menurut Heri Sudarsono (2005:90) pengertian BPR syariah adalah :

“BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah”.

Sedangkan pengertian bank perkreditan syariah menurut meurut UU no. 7 tahun 1992 dijelaskan bahwa :

“Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakannya dengan itu dan  menyalurkan dana sebagai usaha BPR.”
.
Adapun pengertian prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan sebagai berikut berikut:

“ Prinsip Syariah adalah atauran perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai syariah”.

Dari pengertian diatas, bank perkreditan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan usahanya baik menghimpun dana maupun menyalurkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist dalam melaksanakan kegiatan perbankannya. Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bank Islam atau bank syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.
2.1.2.2.2 Usaha-Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Pada dasarnya sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah  memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum lainnya hanya saja kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999.menurut surat keputusan ini kegiatan operasional bank syariah adalah :

“1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang melipiti :

a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.

b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.

c. Bentuk lain yang menggunakan wadiah atau mudharabah.
  2. Melakukan penyaluran dana melalui :

a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:

a) Murabahah
b) Istinha
c) Ijarah
d) Salam
e) Jual-beli lainnya

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

a) Mudharabah

b) Musyarakah

c) Bagi hasil lainnya.

c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip :

a) Rahn
b) Qardh.”
2.1.2.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut M. Syafi’i Antonio (2001;40) bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut :
“1. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah.

                 2. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh.

  3. Penyedia transaksi keuangan.

 
  4. Pengelola, zakat, infaq, shadaqah.”

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi uswatun hasanah bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.
2.1.2.4  Karakteristik Bank Syariah


Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi :

a. Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.

Pengertian riba menurut M. Syafi’i Antonio (2001;37) dijelaskan sebagai berikut:
“Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam”.

b. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar).

Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.
2.1.2.5  Prinsip Operasional Bank Syariah


Menurut M. Syafi’i Antonio (2001:50) berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, prinsip operasional bank syariah meliputi :
“ 
1. Prinsip titipan atau simpanan. 

2. Prinsip bagi hasil.

3. Prinsip jual beli.

4. Prinsip sewa.

5. Prinsip jasa.”
Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :
1. Prinsip titipan atau simpanan (depository atau Al Wadi’ah).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Berdasarkan jenisnya wadi’ah terdiri atas :

a. Wadi’ah Yad Amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
b. Wadi’ah Yad Damanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 
2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al-Musyarakah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
b. Al-Mudharabah : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).
c. Al-Muzara’ah : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
d. Al-Musaqah : Bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

a. Al- Murabahah : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.

b. Al-Salam : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
c. Al-Istishna : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.
4. Prinsip Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

a. Al-Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

b. Ijarah wa iqtina : Akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :
a. Al-Kafalah : Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (kafiil) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

b. Al-Hiwalah : Akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal alaih. Muhal akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
c. Al-Kafalah : Akad pemberian kuasa dari dari pemberi kuasa (muwakhil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksankan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
d. Ar-Rahn : Akad penyerahan barang harta (markun) dari nasabah (rahim) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
e. Al-Qardhul Al-Hasan : Akad pinjaman dari bank (murqidh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
f. Sharf : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
g. Ujr : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.
2.1.2.6
Pengawasan dan Pembinaan Bank Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, maka pengawasan dan pembinaan terhadap bank syariah dilakukan oleh :

1. Pengawas Umum

Pengawas umum dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). BI bertindak mengawasi bank syariah. Selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Di samping itu secara internal bank syariah juga diawasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas bank yang bersangkutan.
2. Pengawas Khusus

Pengawas khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas  Syariah (DPS) yang merupakan perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. 
2.1.3 Dewan Pengawas Syariah 
Unsur yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank.

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengwas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah didefinisikan bahwa :

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).”

Adapun pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut Heri Sudarsono (2004:46) adalah:

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dewan yang bersifat independen, dibentuk oleh DSN yang ditempatkan pada bank syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN”

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersifat independen yang dibentuk dan ditempatkan oleh Dewan Syariah Naisonal (DSN).
2.1.3.1
Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Unsur yang membedakan bank syariah dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya diletakan pada posisi setingkat dewan Komisaris.

Adapun tugas dan fungsi dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Heri Sudarsono (2008:46) adalah sebagai berikut :
“1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang di awasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Merinci dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.”
Dengan adanya DPS diharapkan bank syariah dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa melenceng dari prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

”a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.”

Menurut Arifin (2005:107) ada tiga fungsi yang harus dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah antara lain:

“1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah;

2. sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional;

3. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun”.
Jadi secara umum tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional.


Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jalannya operasional bank syariah perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan operasional bank syariah yang di awasinya telah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah atau belum. 

2.1.4
Perkembangan

Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang sederhana ketahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara bengangsur-angsur tapi pasti, melalui suatu tahap ke tahap berikutnya.
Menurut F.J Monk Perkembangan dapat diartikan sebagai berikut  :

“Perkembangan adalah proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan dan belajar ”
Adapun pengertian perkembangan Menurut Luthfi Seli Fauzi, (2008) adalah :
“Perkembangan adalah suatu proses kearah yang lebih sempurna yang berlangsung secara terus menerus dan bersifat tetap atau  tidak dapat diulang kembali”.

Dari pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan didalamnya juga terkandung serankaian perubahan yang berlangusng secara terus-menerus dan tetap.  
2.1.4.1 Perkembangan bank Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Berbagai bank konvensional mulai membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang semakin tinggi pada produk perbankan syariah. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya bank yang terjun dalam industri perbankan syariah, dan memicu persaingan yang kian tajam dalam menarik nasabah. 
Menurut Muhamad (2006:157) dikatakan  bahwa :
”Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari sisi jumlah jaringan kantor dan dilihat dari keadaan keuangan bank syariah tersebut”
Adapun Menurut Noven Suprayogi mengemukakan bahwa :

“Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia”. 

Perkembangan bank syariah dilihat dari jumlah atau jaringan kantor bank syariah dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2.3

Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

(Tahun 2000-2004)
	Kelompok Bank
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Bank Umum Syariah
	2
	2
	2
	2
	3

	Unit Usaha Syariah
	3
	3
	6
	8
	15

	Jumlah kantor
	62
	96
	127
	253
	355

	BPRS
	78
	81
	83
	84
	88

	Total
	140
	177
	210
	337
	443


Sumber : BI, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004, , januari 2005   
Perkembangan bank syariah dilihat dari jumlah atau jaringan kantor bank syariah dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2.4

Indikator Keuangan dan Pangsa Pasar Syariah Terhadap Total Perbankan Nasional

(Posisi 2004 dalam Rp. Triliun )

	
	Bank Syariah
	Seluruh Bank Nasional

	
	Nominal
	Pangsa
	

	Total Aset
	14.04
	1.14%
	1228.10

	Dana Masyarakat (DPK)
	10.56
	1.13%
	932.50

	Pembiayaan (financing)
	10.98
	1.91%
	573.36

	LDR (FDR)
	103.97%
	
	61.49%

	NPLs
	2.84%
	
	6.6%


Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2004, Januari 2005
2.1.5 Hubungan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan  Perkembangan Bank Syariah

Ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain:

1. menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
2. unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah.

3. salah satu pilar utama dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG).

Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah Indonesia yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.
Adapun Menurut Noven Suprayogi mengemukakan bahwa :

“Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia”. 

Dari penjelasan diatas  penulis dapat menyimpulkan bahwa, kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang optimal maka akan mempercepat perkembangan bank syariah.
2.2

Kerangka Pemikiran


Dalam beberapa hal bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan. Tetapi terdapat  banyak  perbedaaan mendasar di antara keduanya, salah satu perbedaannya yaitu perbedaaan struktur organisasi. Ada unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dimana pada bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Kinerja yang dilakukan DPS dalam menjalankan tugasnya saat ini masih belum optimal. Kelemahan pada aspek internal ini telah diakui dan disadari oleh kalangan praktisi. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) adalah :

“Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengwas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah didefinisikan bahwa :

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).”

Dalam halnya peranan DPS dalam pengawasan operasional bank syariah sebagimana dituliskan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengwas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa :

 “Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN”.

Dengan adanya DPS diharapkan bank syariah dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa melenceng dari prinsip-prinsip syariah.
Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai berikut:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpan dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikam atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jalannya operasional bank syariah perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan operasional bank syariah yang di dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan tugasnya dalam pengawasan syariah karena DPS memiliki peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Adapun pengertian perkembangan Menurut Luthfi Seli Fauzi, (2008) adalah: 

“Perkembangan adalah suatu proses kearah yang lebih sempurna yang berlangsung secara terus menerus dan bersifat tetap atau  tidak dapat diulang kembali”.

Bank berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan dinyatakan sebagai berikut:

“ Bank Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
Pengertian bank perkreditan syariah menurut Ahmad Rodoni (2008; 39), dijelaskan bahwa:

“Bank perkreditan syariah adalah bank yang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”
Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Menurut Muhamad Syafi’i Antonio  (200:157) dikatakan bahwa : 

”Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari sisi jumlah jaringan kantor dan dilihat dari keadaan keuangan bank syariah tersebut”.
Adapun Menurut Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengemukakan bahwa : 

“Kinerja DPS di lembaga keuangan dan perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis maka dari itu peran dan kedudukannya harus di optimalkan dan di pertahankan”.
Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan bank syariah adalah proses kearah yan lebih sempurnya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tentu saja tidak terlepas atau tidak keluar dari prinsip syariah. Dimana perkembangan bank syariah ini bisa dilihat dari sisi jumlah jaringan kantor dan dilihat dari keadaan keuangan bank syariah tersebut.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:
          














  




Bagan 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran
2.3

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah”.
Hipotesis : Kinerja DPS berpengaruh teradap perkembangan bank syariah





Jumlah Jaringan Kantor





Keuangan Bank Syariah 





Perkembangan Bank Syariah





Percepatan Pencapaian Break Event Point (BEP)





Loncatan Pertumbuhan (Quantum Growning)





Kredibilitas Bank Syariah





Prinsip-Prinsip Syariah





Fenomena : kinerja DPS belum optimal dan keluar dari prinsip-prinsip syariah





Tugas, Fungsi, dan Peran DPS





Dewan Pengawas Syariah (DPS)





Para Ulama





Dewan Syariah Nasional (DSN)








10

PAGE  

